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TUJUAN PROGRAM

Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu
mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan tata
kelola desa dan kabupaten yang diperkuat.

Memberdayakan masyarakat desa agar berkontribusi pada transformasi perdesaan dan
pertumbuhan inklusif di wilayah Indonesia Timur dengan memanfaatkan lahirnya UU
Desa dan kebijakan terkait Dana Desa.

Sumber : paparan penjelasan desain PIM TEKAD Ditjen PEID



GAMBARANPROGRAM
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KEGIATAN TARGET DAMPAK

Perencanaan Desa yang
lebih baik untuk
peningkatan ekonomi
pembangunan

TUJUAN

Bisnis masyarakat
berdasarkan
komoditas/rumah tangga
produk unggulan

Sumber : paparan penjelasan desain PIM TEKAD Ditjen PEID
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KEYP E R FORMANCE IN  DICAT     OR(KPI)

Outcome • 30% dana desa teralokasikan untuk pengembangan ekonomi

• 30% alokasi dana desa teralokasi untuk pengembangan ekonomi

• 70% RT atau 104.895 RT melaporkan peningkatan produksi

• 70% produsen desa melaporkan peningkatan penjualan sebesar 30%

• 70% RT atau 104.895 RT melaporkan pemakaian masukan, teknologi, atau 

praktik baru atau yang dikembangkan sendiri

Output
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Sub Komponen 1.1 1. Sejumlah 8.800 kader desa, kepala adat, dan aparat desa dilatih untuk memfasilitasi 
proses perencanaan desa

2. Sejumlah 1.110 Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes/APBDes) termasuk 

kegiatan dan sumber daya yang mendukung kegiatan ekonomi

3. Sejumlah 550 RPJMDes termasuk kegiatan dan sumberdaya yang mendukung 

kegiatan ekonomi

4. Sejumlah 1.110 desa telah menerima peningkatan kapasitas terkait inisiatif ekonomi
5. Sejumlah 1.110 desa telah melakukan demonstrasi plot

6. Sejumlah 500 desa menerima dana investasi program utk pengembangan ekonomi

7. Sejumlah 299.700 orang di desa telah dilatih literasi keuangan dan/atau 

menggunakan jasa dan produk keuangan

Sub Komponen 1.2



KEYPERFORMANCE INDICATOR(KPI)

Outcome • 20 Kabupaten mengintegrasikan pembiayaan investasi untuk desa sasaran 

dalam rencana kabupaten

• 80% rumah tangga atau sekitar 119.880 rumah tangga puas dengan dukungan 

layanan yang diberikan oleh desa/kecamatan/kabupaten

Output
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1. 25 pemerintah kabupaten mendapatkan peningkatan kapasitas untuk mendukung 
kegiatan ekonomi

2. 25 platform koordinasi kabupaten berfungsi/berjalan

Sub Komponen 2.1

1. Sejumlah 500 desa mendapatkan layanan dari penyedia layanan pengembangan 
bisnis

2. Sejumlah 25 pameran/ lokakarya terselenggara untuk mempromosikan produk desa 

ke pembeli potensial

3. Sejumlah 50 daftar penyedia layanan atau dokumen panduan akses ke pasar 

disiapkan oleh pemerintah kabupaten

Sub Komponen 2.2



KEYPERFORMANCE INDICATOR(KPI)

Outcome • 6 dokumen analisis kebijakan disiapkan dan 

disebarluaskan, serta instrumen regulasi disampaikan 

kepada pembuat kebijakan
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Output Sub

Komponen 3.1
1. 6 kebijakan yang relevan

2. Website Eastern Indonesia Gateway terbentuk dan dapat

digunakan

1. Sistem monitoring dan evaluasi mampu menyediakan data

yang baik dan komprehensif yang mendukung manajemen

dalam membuat keputusan

Sub 

Komponen 3.2
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PRIORITAS RISIKO

Risiko Kegiatan

Kompleksitas
Pekerjaan

Teknologi Tinggi, 

Kegiatan Baru, 

Keterlibatan Eselon I Lain, 
Keterlibatan Instansi Lain

Readiness Criteria

Lokasi kegiatan, 

calon penerima,

daya dukung, ketersediaan
dokumen, jukla/juknis

Ketersediaan
Waktu

Pekerjaan dimulai
Juli/April-Juli/sebelum

April

Kapasitas Penyedia
B/J

Modal, 

penyedia mumpuni,

sarana yang lengkap, 
pengalaman

Lokasi Ditribusi
>50 kab/kota,

20-50 kab/kota,

<20 kab/kota

Besarnya Anggaran
>20 M,

5-20 M, 

<5M

Pemanfaatan
Output

pemanfaatan <50%, 
pemanfaatan 50-80%, 

pemanfaatan >80%

Penilaian risiko kegiatan
yang akan dinilai dengan

pola pendekatan
manajemen risiko dapat

dilakukan melalui
pendekatan parameter



Kriteria
Risiko

1

2

3

4

5

6

7

sifat dan jenis sebab dan akibat yang dapat terjadi dan

bagaimana akan diukur;

Bagaimana kemungkinan akan didefinisikan;

Jangka waktu dari kemungkinan dan/atau konsekuensi;

Bagaimana tingkat risiko ditentukan;

Pandangan dari pemangku kepentingan;

Tingkatan atau bobot Risiko yang dapat diterima atau
ditoleransi, dan;

Apakah kombinasi dari beberapa Risiko harus diperhitungkan, 
apabila demikian, bagaimana dan kombinasi apa yang harus
dipertimbangkan.



Kriteria Level Kemungkinan Terjadinya Risiko

Persentase Jumlah Frekuensi

Hampir Tidak

Terjadi (1)
x ≤ 1 %

< 2 kali dalam 1

tahun

≤1 kejadian

dalam lebih

dari 5 tahun

terakhir

Jarang Terjadi (2) 1 % < x ≤ 10%
2 kali s.d. 5 kali

dalam 1 tahun

1 kejadian

dalam 5

tahun

terakhir

Kadang Terjadi (3) 10 % < x ≤ 20%
6 kali s.d. 9 kali

dalam 1 tahun

1 kejadian

dalam 3

tahun

terakhir

Sering Terjadi (4) 20 % < x ≤ 50%
10 kali s.d. 12 kali

dalam 1 tahun

1 kejadian

dalam 2

tahun

terakhir

Hampir Pasti

Terjadi (5)
x > 50%

> 12 kali dalam 1

tahun

Minimal 1

kejadian

dalam 1

tahun

terakhir

Kriteria Kemungkinan

Kemungkinan terjadinya non low

tolerance event dalam 1 perode

analisis

Low Tolerance 

Event

Level

Kemungkinan

Sumber : Permendesa No 9 Tahun 2020 

Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT



Analisis Level Risiko

Sumber : Permendesa No 9 Tahun 2020 

Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT



FORM MANAJEMEN RISIKO
(SESUAI PERMENDES NO 9/2020)

NAMA UNIT PEMILIK RISIKO : 

PERIODE : TAHUN 2023

Uraian Kategori K D SR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

2

JAKARTA,           April 2023

DISUSUN OLEH (Es. 2/3) DISETUJUI OLEH (Es. 1/2)

NIP. …........................................ NIP. …...........................................

(…..............................................) (…................................................)

MATRIK IDENTIFIKASI DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL/AKTIVITAS

NO Sasaran Strategis Indikator Target
Sumber 

Risiko

Katagori 

Risiko
Risiko Penyebab Risiko Dampak RTP

Penanggung

jawab

Target 

Waktu
Komunikasi

Pengendalian Yang ada Risiko 

Residual

Pemilik 

Risiko

Pengukuran 

Risiko
Level 

Risiko

Keputusan 

Mitigasi

Monitoring atas risiko kegiatan di fokuskan
kepada Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
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Pertanggungjawaban tidak akuntabel dalam
kegiatan start up dan BIMTEK, yang terdiri dari :

- Belanja dibuat dalam invoice tanpa SPK

- Perjanjian Kontrak tidak dilengkapi dokumen
pendukung

Pemborosan Keuangan Negara pada
kegiatan belanja sewa, seperti sewa
komputer, printer dan kendaraan
untuk kegiatan start up dan BIMTEK Perjalanan Dinas biasa tidak sesuai dengan

ketentuan, diantaranya:

- Kelebihan pembayaran transport

- Sewa kendaraan tidak riil

- Transport dengan DPR tidak disertai bukti

1

2

3

4

5

6

7

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
tidak sesuai ketentuan, diantaranya:

- Kelebihan pembayaran transport

- Sewa kendaraan tidak riil

Kelebihan pembayaran belanja bahan
untuk kegiatan rekrutmen koordinatar
kabupaten, fasilitator kabupaten dan
fasilitator kecamatan

Terdapat kelebihan pembayaran honorarium
penguji rekrutmen coordinator kabupaten,
fasilitator kabupaten dan fasilitator kecamatan.

Pemeliharaan sewa kendaraan roda 4
(empat) tidak sesuai dengan SBM
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